
Dinamika Ketentuan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(t t)

Oleh : Kudino, BS, UK

PENGADAAN BARANG / JASA
MELALUI''REKANAN' PEIVYEDIA

BARANG/JASA

Pembiayaan Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah

Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI-
Polri I Pemda I Bl I BHMN / BUMN /
BUMD wajib menyediakan Ubyg
ldministrasi "provek" untuk mendukung

lrclaksanaan pengadaan barang / iasa yang

dibiayai dariAPBN / APBD, yaitu :

a honorarium pengguna barang / jasa
(PPK), panitia I pejabat pengadaan,

bendaharawan dan staf "proyek".
Besarnya honorarium ini ditetapkan
sccara proporsional berdasarkan

pengalaman (masing-masing personal)

dan profesionalisme.

h pengumuman pengadaan barang I iasa,

I'ang meliputi :

l) biaya pengumuman renacana

pengadaan barang/jasa pada awal

pelaksanaan anggaran;

?) biaya pengumuman pemilihan

penyedia barang/jasa ("rekanan");
penggandaan dokumen pengadaan

buong/jasa danlatau dokumen

pakuatifikasf6.
drninistrasi lainnya yang diperlukan
urtuk mendukung pelaksanaan

barans.liasazT

PPK* ("Pengguna Barang/Jasa")
+) Dalam Keppres No.80/2003, masih

digunakan istilah Pengguna

barang/jasa, Kepala Kantor Satuan

Kerja, Pemimpin ProyeklPemimpin
Bagian Proyek, Pengguna Anggaran

Daerah, dan Pejabat yang

disamakan'*. S"kurung istilah tersebut

diganti dengan istilah PPK, PA dan KPA
(masing-masing dalam Pasal I angka la,
lb dan'lc, Perpres No.8/2006).

Pengguna barang/jasa atau pejabat yang

disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang

bertanggung-jawab atas pelaksanaan

pengadaan barang/jasa (seperti "Pemimpin

Proyek" / "Pemimpin Bagian Proyek")

diganti dengan istilah Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK)2e.

PPK adalah pejabat yang diangkat oleh

Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) / Dewan Gubernur Bank

Indonesia (BI) / Pemimpin Badan Hukum

Milik Negara (BHMN) / Direksi Badan

Hukum Milik Negara (BUMN)/Badan

Hukum Milik Negara (BUMD) sebagai

pemilik pekerjaan yang bertanggung-jawab

atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa30.

Pasal 14 ayat (12) Keppres No. 80/2003, Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa,

Eg -ra barang/jasa (PPK) / Panitia/peiabat pengadaan dilarans. membebani atau memungut biaya apapun
lWpenydia barang/jasa, kecuali untuk biaya penggandaan dokumen pengadaar (RKS).

t Keppres No. 80/2003 dan Penjelasannya.
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PA adalah pengguna anggaran sebagaimana

dimaksud dalam UU nomor I Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara.. Sedangkan

KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA
untuk menggunakan anggaran kementerian/
Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Persyaratan PPK :

Syarat pengguna barang /jasa (yakni
Pejubat Pembuat Komitmen, PPK) sebagai

berikut :

a. memiliki intesritas moral;
b. memiliki disiplin tinggi;
c. memiliki tanegung-.iawab dan kualifikasi

teknis sefta manajerial untuk
melaksanakan tugas yang dibebankan

kepadanya;

d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan

barangljasapemerintah3l; .
e. memiliki kemapuan untuk mengambil

keputusan, bertindak tegas dan

keteladanan dalam sikap dan prilaku sert

tidak pernah terlibat KKN32.

Yang dimaksud persyaratan manajerial,
antara lain :

1) berpendidikan sekurang-kurangnya
Diploma 3 (D3) sesuai dengan bidang
keahlian yang diperlukan;

2) memiliki sertifikat pengadaan

baran g/j asa pemeri ntah ;

3) memiliki pengalaman minimal 2 (dua)

tahun memimpin / mengorganisasi

kelompok kerja yang berkaitan dengan
kegiatan pengadaan barang/jasa;

4) memiliki ketaatan yang tinggi dalam
melaksanakan setiap tugas / pekerjaan;

5) memiliki kemampuan untuk mengambil
keputusan, bertindak tegas dan
keteladanan dalam sikap dan perilaku,
antara lain tidak terlibat korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN);

6) penilaian kondite dan prestasi kerja
(DP3, daftar penilaian pelaksandan
pekerjaan) untuk masa 3 (tiga) tahun
terakhir dengan nilai rata-rata minimal
"Baik,'33.

Pensanskatan PPK :

PPK diangkat dengan surat keputusan
Pengguna Anggaran (PA) I Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) / Dewan
Gubernur BI / Pemimpin BHMN I Direksi
BUMN/BUMD.34

Tusas Pokok PPK:

Dalam pengadaan barang/jasa, ppK
mempunyaitugas pokok sebagai berikut :

a) menyusun perencanaan pengadaan

barang/jasa;

b) menetapkan paket-paket pekerjaan
disertai ketentuan mengenai peningkatan
penggunaan produlcsi dalam negeri
(PDN) dan peningkatan pemberian
kesempatan bagi usaha kecil, termasuk
koperasi kecil, serta kelompok
masyarakat;

28 Definisi mengenai "pengguna barang/jasa" dll tersebut (masing-masing Pasal I angka 2, 4 sld 7) telah
dihapuskan dalam Perpres No. 8/2006.

2e Penjelasan Pasal I, Angka I Perpres No. 8/2006.
30 Pasal I angka la Perpres No. 8/2006.
3r Menurut Penjelasan Pasal 9 ayat (l) huruf d Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006, bahwa dalam masa

transisi, sebelum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, seseorang yang telah
diangkat menladi pengguna (maksudnya PPK) harus mengikuti pelatihan pengadaan barang/iasa pemerintah.
Pejabat yang wajib mempun-vai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah Pemimpin proyek,
Pemimpin Bagian Proyek, pengguna anggaran daerah, pejabat yang disamakan dan panitia / pejabat
pengadaan.
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c) menetapkan dan mengesahkan harga

perkiraan sendiri 3s 1mS I OE, owner

estimate), jadwal, tata cara pelaksanaan

dan lokasi pengadaan yang disusun oleh

Panitia Pengadaan I pejabat pengadaan /
ULP.

menetapkan dan mengesahkan hasil

pengadaan Panitia / pejabat pengadaan /

ULP sesuai kewenangannYa.

menetapkan besaran uang muka Yang

menajdi hak penyedia barang/iasa sesuai

ketentuan yang berlaku;

menyiapkan dan melaksanakan

perjanjian / kontrak dengan Pihak

penyedia barang/jasa.

melaporkan pelaksanaan / penyelesaian

pengadaan barangljasa kepada pimpinan

instansinya. I

mengandalikan pelaksanaan perjanjian /
kontrak.

menyerahkan aset - hasil pengadaan

barang/jasa dan aset lainnya kepada

Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri /
Pimpinan Lembaga / PimPinan

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara

/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi /
Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan

Gubernur BI / Pemimpin BHMN I
Direksi BUMN/BUMD dengan berita

acara penyerahan;

menanda-tangani pakta integritas36

sebelum pelaksanaan Pengadaan

barang/jasa dimulai3T.

Larangan Basi PPK

PPK dilarang mengadakan ikatan
perjanjian dengan "rekanan" penyedia

barang/jasa apabila belum tersedia

anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran
yape akan mengakibatkan dilampauinya
batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan

I proyek yang dibiayai dari APBN/APBD38.
Yang dimaksud dengan dilarang
mengadakan ikatan perjanjian adalah

menerbitkan surat penunjukan danlatau

menandatangani surat perintah kerja /
kontrak3e.

Tanseu4e Jawab PPK

PPK bertanggung-jawab dari segi

administrasi, fisik, keuangan dan fungsional
atas pengadaan barang/jasa yang

dilaksanakannya4o.

Kewenanean PPK Menerbitkan SPPBJ
(S urat Pernyataan "rekanan")
PPK dapat melaksanakan proses pengadaan

barang/jasa sebelum dokumen anggaran
disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan

yang bersangkutan telah dialokasikan,

dengan penerbitan surat penunjukan
penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan

penanda-tangan konrak pengadaan

barang/jasa dilakukan setelah dokufnen

anssaran untuk kegiatan I proyek
disahkanal. Dengan kata lain, proses lelang

boleh dilakukan terlebih dahulu sebelum

"DIPA" terbit.

d)

e)

s)

h)

j)

:

il

?*

ffi
&b

Pasal 9 ayat (l) Keppres No. 80/2003 dan pada Pasal 9 ayat (l) baru, Pengguna Barang/Jasa diganti dengan

btilah baru PPK.
Penjelasan Pasal 9 ayat ( l) huruf c Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 812006.

Pasal 9 ayat (2) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No' 8/2006'

HPS disusun oleh Panitia/pejabat pengadaan, ditetapkan dan disahkan oleh PPK (?).

PAKTA INTEGRITAS adalah suatu pernyataan yang ditanda-tangani oleh PPK / Panitia Pengadaan /
Pejabat Pengadaan I IJLP Qtrocurement unit) / penyedia barang /jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan

tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Pasal I

angka 2l KP No.80/2003 jo Perpres No'8/2006)'

Pasal 9 ayat (3) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No' 8/2006.
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Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan ULP

Ketentuan Umum
Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia

barangtasa dilakukan oleh Pejabat
(maksudnya Pejabat Pengadaan)lPsnitia
Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan
(Procutrement Unit) sesuai dengan

kewenangannya. Hal ini sesuai dengan apa

yang dikemukakan dalam Penjelasan, bahwa
Pej abatlPan itia Pen gad aan selanj utnya d ibaca
(maksudnya disebut dengan istilah)
Pejabatl Panitia Pengadaan I Unit Layanan
Pen gadaan (P ro cutre me nt IJni t)42 .

Punitia Pengadaan adalah tim yang diangkat
oleh PA/KPA, Deqan Gubernur
Bl/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Dire[gi
BUMD untuk melaksanakan pemilihan
penyed ia bar angl jasaa3 .

Menurut Penjelasan Pasal 3, bahwa Panitia
Pengadaan danl;rt*u pe.iabat ynng

berrlcnang dalarn nrengcluarkan kepuiusan.
kctenluzur rlan pros*dur dan tinclakan lainnla
(dalam melakukan pemilihan penyedia

barangljasa) harus didasarkan pada nilai-nilai
dasar (prinsip-prinsip) efisien, efektif,
terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak
diskriminatif dan akuntabel.

Pejabat Pengadaan adalah I (satu) oEng
yang diangkat oleh PA / KpA / Dewan
Gubemur BI/Pimpinan BHMN/Direksi
BUMN@jre[qi BUMD untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai
dengan Rp 50.000.000,- (limapuluh juta
rupa-ih;on. 

'

Sedangkan Unit Layanan pengadaan
(Prgcurement Unit) adalah satu unit yang
terdiri dari pegawai-pegawai yang telah
memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang jasa pemerintah, yang dibentuk oleh
PA/Gubernur/Bupati/Walikota/ Dewan
Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi
BUMN/Djre&d BUMD yang ber-rugas
secara khusus untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa di
lingkungan Departemen / L€mbaga /
Sekretariat Lembaga Tinggi Negaia /
Pemerintah Daerah/I(omisi/BI/BHMN/
BUMNiBUMD45.

Panitia'Pengadaan wajib dibentuk untuk

lem!1 pengadaan dengan nilai di atas Rp
50.000.000,- (limapuluhjuta rupiah) dengan
ketentuan, bahwa pada dasarnya uniuk
pengadoan sampai dengan Rp 50.000.000,-
(limapuluhjuta rupiah) dilaksanakan oleh
Panitia atau Pejabat Pengadaan. Namun
semua pengadaan tersebut (yang merupakan
kewenangan Panitia atau' fiiabat
Pengodaan) dapat dilaksanakan oleh ULp
Qtrocurement unit) dalam hal telah
terbentuk ULP dimaksuda6.

38 Pasal 9 ayat(4) Keppres No. 80/2003. Dalam klausul ini masih ada istilah proyek walau telah dicantumkan
dalam revisi Pasal 9 ayat (4) dan (6) di dalam Perpres No. 8/2006. Dan istilah Pemimpin proyek, pemimpin
Bugian Proyek pada Penjelasan Pasal 9 ayat (l) hurufd Perpres No. 8/2006.

3e Penjelasan Pasal 9 ayat (4) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006. Walaupun dalam pasal dimaksud
dilarang menerbitkan surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), akan tetapi boleh
menerbitkan SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang/jasa). Agaknya kedua statemenl ini bertentangan.

a0 Pasal 9 ayat (5) Keppres No. 80/2003 (asli)
ar Pasal 9 ayat (6) Perpres No.8/2006.
a2 Penjelasan Pasal I angka 8 (baru) Perpres No.8/2006.
"'Pasal I angka 8 (baru) Perpres No.8/2006.
aa Pasal I angka 9 Keppres No.80/2003 jo Perpres No.8/2006.
as Pasal I angka 8a (baru) Perpres No.8/2006,
a6 Pasal l0 ayat (l), (2) dan (2a) Perpres No.8/2006. Sebagai

inkonsisten.
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1

tr lnR adalah Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi
h0engro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara (lihat Pasal l0 ayat (3a) Perpres
[ib-E12006).thsd l0 ayat (3) dan (3a) Perpres No.8/2006.

iksat l0 ayat (6) Keppres No. 80/2003.io Perpres No.8/2006.
-f,tsal l0 ayat (7) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.
$r ;51 l0 ayat (4) huruf f Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.* Yeng menetapkan dan mengesahkan HPS adalah PPK.

49

Keanseotaan Panitia Peneadaan / Peiaba( | Persvaratan Panitia Pensadaan / Peiabat

Pensadaan/UlP I Peneadaan/UlP

Anggota Panitia Pengadaan/Pejabat I Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan I
Pengadaan / anggota ULP berasal dari I anggota ULP harus memenuhi persyaratan

pegawai negeri (PNS), baik dari instansi I sebagai berikut :

sendiri maupun dari instansi teknis lainnya. I a. memiliki inteeritas moral, disiplin, dan

Khusus untuk pengadaan barang/jasa yang I tanggung-jawab dalam melaksanakan

dilakukan oleh BRR47, anggota Panitia I tugas;

Pengodaan berasal dari instansinya sendiri I a. memahami keseluruhan pekerjaan yang

(BRR) atau instansi teknis Pemerintah, dan I akan diadakan;

dapat menyertakan pihak lain yang ditunjuk I b. memahamijenis pekerjaan tertentu yang

oleh Kepala Badan Pelaksanaas I menjadi tugas Paniti alPejabat Pengadaan

/ ULP yang bersangkutan;

Panitia Pengadaan I berjumlah gasal I c. tidak mempunyai hubungan keluarga

beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) | dengan pejabat yang mengangkat dan

orang yang (dengan persyaratan) memahami I menetapkannya sebagai Panitia/Pejabat

tata cara pengadaan substansi pekerjaan / | Pengadaan / anggota ULP;

kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain I f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan

yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di I barang/jasa pemerintahsl.

dalam maupun di luar instansi yang 
I

bersangkutan{e; I Tugas Wewenang dan Tangung-iawab

Panitia Peneadaan / Peiabat Peneadaan /
Pejabat Pengadaan hanya I (satu) orang | !!f
lnng memahami tata cara pengadaan, I a. menyusun jadwal dan menetapkan cara

srbstansi pekerjaan / kegiatan yang I pelaksanaan serta (menetapkan) lokasi

bersangkutan dan bidang lain yang I pengadaan;

diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam I b. menyusun dan mehyiapkan HPS (ODt';
maupun dari luar instansi yang I c. menyiapkan dokumen pengadaan

bersangkutanso. I ("RKS');
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mengumumkan pengadan barang / jasa

di surat kabar nasional danlatau surat

kabar provinsi dan/atau Paqon

pengumuman resmi untuk penerangan

umum, dan diupayakan diumumkan di

w eb s ite pengadaan nasional;

menilai kualifikasi penyedia (maksudnya

: penyedia barang/jasa) melalui

p a s c akualifrkasi atau pr akual i fi kas i ;

melakukan evaluasi terhadaP

penawaran yang masuk; mengusulkan

calon pemenang;

rnembuat laporan mengenai proses dan

hasil pengadaan kepada PPK danlatau

pejabat yang mengangkatnYa;

h. menandatangani paeta

sebelum pelaksanaan

barangljasasa;

Larangan Panitia Pensadaqn / Peiabat

Pensadaan / aneeota ULP

Dilarang duduk sebagai Panitia Pengadaan /
Pejabat Pengadaan/anggota ULP

Qtrocurement unil):
a. PPK dan bendaharass;
b. Pengawai (control fficer) pada BPKP /

Irjen Departemen I lrtama LPND I
Bawasda Provinsi/Kab./Kota,

c. Pejabat yang bertugas melakukan

verifikasi surat permintaan pembayaran

(SPP) danlatau pejabat yang bertugas

menandatangani surat perintah

membayar SPM)56.

Penyedia Barang / Jasa ("Rekanan")

Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha

atau orang perorangan yang kegiatan

usahanya menyediakan barang layanan

jasasT.

Persyaratan penyedia barang / jasa dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara

memenuhi ketentuan peraturan

perundang'undangan untuk menjalankan

u'saha / kegiatan sebagai penyedia

barangljasa, termasuk peraturan

perundang-undangan di bidang jasa

konstruksi, kesehatan, perhubungan

atau perindustrian (lihat Penjelasan).

memiliki keahlian,".. pengalaman,

kemampuan teknis dan manajerial untuk

menyediakan barang/jasa; I

tidak dalam pengawasan pengadilan,

tidak pailit, kegiatan usahanya tidak

sedang dihentikan, danlatau Direksi

yang bertindak untik dan atas nama

perusahaan tidak sedang dalam

menjalani sanksi pidana;

integritass3 | umurn adalah sebagai berikutss :

pengadaan I a.

b.

c.

Pengawasan

BYBHMN/BUMN/BUMD,
Internal
kecuali

menjadi Panitia I Pejabat Pengadaan /
anggota ULP untuk barang/jasa yang

d ibutuhkan instansinya.

t' PAKTA INTEGRITAS adalah suatu pernyataan yang ditanda-tangani oleh PPK / Panitia Pengadaan /
Pejabat Pengadaan I IJLP (procurement unit) I penyedia barang / jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan

tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Pasal I

angka 2l KP No.80/2003 jo Perpres No.8/2006).
sa Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006;
55 Ternyata Perpres No.8/2006 masih mengenal lembaga bendahara disamping PPK.
s6 Pasal 10 ayat (8) Perpres No.8/2006;
s7 Pasal 1 angka 3 Keppres No. 80/2003.
s8 Pasal I I ayat (1) Keppres No. 80/2003
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secara hukum mempunyai kapasitas

(cakap) menanda-tangani kontrak.

Sebagai wajib pajak sudah memenuhi

kewajiban perpajakan (sampai dengan)

tahun terakhir, yang dibuktikan dengan

melampirkan photocopy bukti tanda

terima penyampaian Surat Pajak Tahun

Pajak Penghasilan (SPT PPh.) tahun

terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak

(SSP) PPh. Pasal 29;

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun

terakhir, pernah memperoleh pekerjaan

menyediakan barang/jasa, baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta,

termasuk pengalaman rsub-kontrak,

kecuali (bagi) penyedia barang/jasa yang

baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

Memiliki SDM, modal, peralatan, dan

fasilitas lain yang diperlukan dalam

pen gadaan barang/j asa;

Tidak masuk dalam daftar hitam
(blacklist). Merupakan kewaj iban Panitia
/ Pejabat Pengadaan (Procurement Unit)
untuk mencari informasi dalam rangka

meyakini atau memastikan suatu badan

usaha tidak masuk dalam daftar hitam
(hlck list) instansi pemerintah manapun

dengan cara, antara lain menghubungi

F gguna barang/jasa (PPK) sebelumnya.

Untuk mempercepat kerj a Pan itia/Pej abat

Fengadaan, cukup Penyedia membuat

1:rayataan bahwa Penyedia Barang/Jasa

tirhk sedang masuk dalam daftar hitam.
Kepada seluruh penyedia jasa juga tidak
dinnajibkan mempunyai surat keterangan
fuk masuk dolam daftar hitam dari
ia<cen5i/leplaga baik pemerintah

ranpun swasta (lihat Penjelasan).

Memiliki alamat tetap dan jelas serta

dapat dijangkau dengan (jasa) pos;
Khusus untuk penyedia barang/jasa
orang perorangan, persyaratannya sama

dengan (ketentuan) diatas, kecuali yang
menyangkut pengalaman kerja
sebagaimana dimaksud huruf f tersebut
di atas.

Persyaratan penyedia barang / jasa dalam
pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi,
adalah sebagai berikutse :

a. memilikiNPWP atau bukti penyelesaian
kewajiban pajak;

b. lulusan perguruan tinggi negeri atau
perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi oleh instansi yang
berwenang atau yang lulus ujian negara,
atau perguruan tinggi luar negeri yang
ijazahnya telah disahkan/diakui oleh
instansi pemerintah yang berwenang di
bidang pendidikan tinggi.

c. mempunyai pengalaman di bidangnya;

Larangan Menjadi Penyedia Barang/Jasa60 :

l. Bagi Pegawai Negeri (PNS), Pegawai
BI, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD
dilarang menjadi penyedia barang/ jasa,
kecuali yang bersangkutan mengambil
cuti di luar tanggungan negan/
BI/BHMN/BUMN/BUMD.

2. Bagi penyedia barang/jasa yang
menimbulkan

pertentangan kepentinsan (conflickt of
interest) dilarang menjadi penyedia
barang / jasa. Yang dimaksud dengan
conflict of interest (Penjelasan) adalah :

a. penyedia barang yang telah ditunjuk
sebagai konsultan perencana, tidak
boleh menjadi penyedia barang/jasa
pemborongan untuk pekerjaan fisik

tl alat(2) Keppres No. 80/2003
[l ryat (3) dan (4) & Penjelasan Keppres No. 80/2003.
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b. penyedia barang yang telah ditunjuk

sebagai konsultan pengawas, tidak

boleh menjadi penyedia barang/jasa

pemborongan untuk pekerjaan fisik
yang diawasi;

Terpenuhinya persyaratan (bagi) penyedia

barang/jasa, dinilai melalui proses

prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh

Panitia/Pejabat Pengadaan / Procurement

Unit.
>l

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa ("Rekaan")'

Pengguna barang / jasa (dh/i PPK) wajib

mengalokasikan waktu yang cukup untuk6l :

- penayanganpengumuman;

- kesempatan untuk pengambilan

dokumen;

- kesempatan untuk mempelajari dokumen;

dan

- penyiapan dokumen penawaran.

Penyusunan HPS (owner estimate)

Pengguna barang/jasa (PPK) wajib memiliki

HPS (harga perkiraan sendiri, owner

e s t ime t e) yan g dikalkulas ikan secara keahl ian

dan berdasarkan data yang dapat

dipertanggung-jawabkan. HPS tersebut

disusun oleh Panitia/pejabat pengadaan dan

d itetapkan oleh Penggu na barangljasa (PPK).

HPS tersebut digunakan sebagai alat untuk

menilai kewajaran harga penawaran

(termasuk rinciannya) dan untuk

menetapkan besaran tambahan nilai jaminan
pelalcsanaan bagi penawaran yang dinilai
terlalu rendah, tetapi (HpS tersebut) tidak
dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan

penawaran.

Nilai total HPS dimaksud terbuka dan tidak

bersifat rahasia. HPS merupakan salah satu

acuan dalam menentukan tambahan nilai
jaminan62.

Prakualifi kasi dan Pascakualifikasi

Prinsip-prinsip Prakualifikasi dan

Pascakualifikasi

Dalam proses prakualifikasi/

pascakuali fi kasi, Paniti alP ejabat Pengadaan

DILARANG menambah persyaratan

prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang

telah ditetapkan dalam ketentuan

KeppreslPerpres (pengadaan barang/jasa) ini

atau ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; Demikian juga

persyarat?n prakualifikasi/pascakualifikasi

yang ditetapkan harus merupakan

persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan kegiatan agar terwujud

persaingan yang sehat secara luas63.

6r Pasal l2 Keppres No. 80/2003.
62 Pasal 13 ayat (l) s/d (5) Keppres No. 80/2003.
63 Pasal 14 ayat (6) dan (7) Keppres No. 80/2003.
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ftnyedia barang/jasa waj ib menanda-tangani

wlat pernyataan di atas materai (cukup)

bdrwa semua informasi yang disampaikan

formulir isian kualifikqsi adalah benar,

apabila diketemukan penipuan /

Fralsuan atas informasi yang disampaikan,

rcrtradap yang bersangkutan dikenakan

slrlsi :

- pembatalan sebagai calon pemenang;

- dimasukkan dalam black list sekurang-

kurangnya 2 tahun; dan

tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2

tahun berikutnya; serta

diancam dituntut secara perdata dan

pidana6a.

proses prakualifikasi I

Iifikasi, Panitia/Pejabat Pengadaan

boleh melarang, menghambat dan

i keikutsertaan calon peserta

barangljasa dari luar propinsi /

/ kota lokasi pengadaan

5"ritt.

Pada setiap tahapan proses pemilihan

penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa

(PPK), Panitia/Pejabat Pengadaan dilarang

membebani atau memungut biaya apapun

kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya

penggandaan dokumen pengadaan.

Artinya PPK atau Panitia/Pejabat Pengadaan

dapat memungut biaya penggandaan

dokumen66 (free of charge).

PRAKUALIFIKASI

Prakualifikasi adalah proses penilaian

kompetensi dan kemampuan usaha serta

pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari

"rekanan" penyedia barang/jasa sebelum

memasukan penawaran.

prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk :

- pengadaan jasa konsultansi; dan

- pengadaan barang/jasa pemborongan /

jasa lainnya yang menggunakan metoda

penunjukan langsung (PnL) untuk :

a. pekerjaan kompleks;

b. pelelangan terbatas, dan

c. pemilihan langsung (PmL)67.

n.|alat (9) Keppres No. 80i2003.
14qat (10) Keppres No. 80/2003.
l"* aXat (12) Keppres No. 80/2003. Menurut Pasal 8 (huruf c), bahwa "Departemen... wajib

momofan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai
ffii,rCSBN/APBD, yaitu : (c) penggandaan dokumen pengadaan barans/jasa dan/atau dokumen

!"t qat ( I ) dan (4) Keppres No. 80/2003.
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Panitia/Pejabat Pengad aan dapat melakukan

Prakualifikasi untuk pelelangan umum

pengadaan barangljasa pemborongan / jasa

lainnya yang bersifat kompleks.

Pengguna barang I jasa (PPK) wajib

menyederhanakan proses prakualifikasi

dengan tidak meminta seluruh dokumen yang

disyaratkan, melainkan cukup dengan

formulir isian kualifikasi penyedia

barang/jasa 
68.

Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI /

Polri / Pemerintah I Daerah I Bl I BHMN/

BUMN / BUMD dilarang melakukan

prakualifikasi massal yang berlaku untuk

pengadaan dalam kurun waktu tertentu6e.

Proses Prakualifikasi secara umum,

meliputiTo :

a) pengumuman prakualifikasi;

b) pengambilan dokumen prakualifikasi;

c) pemasukan dokumen prakualifikasi;

d) evaluasi dokumen prakualifi kasi;

e) penetapan calon peserta pengadaan yang

lulus prakualifikasi; dan

0 pengumuman hasil prakualifikasi.

PASCAKUALIFIKASI

Pascakuilifikasi adalah proses penilaian

kompetensi dan kemampuan usaha serta

pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari

"rekanan" penyedia barang/jasa setelah

memasukan penawaran.

Panitia / Pejabat Pengadaan waiib

melakukan pascakualifikasi untuk

pelelangan umum pengadaan barang/jasa

pemborongan/jasa lainnya secara adil,

transparan dan mendorong terjadinya

persaingan yang sehat dengan mengikut-

sertakan sebanyak-banyaknya penyedia

barangljasa7r.

Proses Pascakualifikasi, secara umum

meliputiT2:

a. pemasukan dokumen kualifikasi

bersam aan dokumen penawaran;

b. terhadap peserta yang diusulkan untuk

menjadi pemenang, serta cadangan

pemenang dievaluasi dokumen

kualifikasinya.

Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan

Untuk menentukan sistem pengadaan yang

meliputiT3 :

- metoda pemilihan penyedia barang/jasa

(PU, PT, PmL, PnL dan Swakelola).

- metoda penyampaian dokumen

penawaran

- metoda evaluasi penawaran, dan

- jenis kontrak,

perlu mempertimbangkan jenis, sifat dan

nilai barang/jasa serta kondisi lokasi,

kepentingan masyarakat, dan jumlah

penyedia barang /jasa yang ada.

68 Pasal 14 ayat(5) dan (8) Keppres No. 80/2003.
6n Pasal 14 ayat(l l) Keppres No. 80/2003.
7o Pasal l5 ayat (l) Kepples No. 80/2003.
7r Pasal 14 ayat(2) dan (3) Keppres No. 80/2003.

Nrc HUKUM VOLUITE XI NOMORl. AGUSTUS. MOg
54



j

i
1

l
I

l'

Dalam menetapkan sistem pengadaan, PPK -

pengguna barangljasa-, :

l. wajib menyediakan sebanyak-banyaknya

paket pengadaan untuk usaha kecil,

termasuk koperasi kecil, tanpa

mengabaikan prinsip efisiensi,

persaiangan sehat, kesatuan sistem,

kualitas dan kemampuan teknis usaha

kecil.

2- dilarang menyatukan atau memisahkan

(split) beberapa kegiatan yang tersebar di

beberapa daerah yang menurut sifat

pekerjaan dan tingkat efisiensinya

seharusnya dilakukan di daerah masing-

masing;

3. dilarang menyatukan beberapa pekerjaan

!ang menurut sifat pekerjaan dan besaran

nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha

kecil, termasuk koperasi kecil;

,L dl]arang menentukan kriteria dan

p€rs)'aratan pengadaan yang diskriminatif

dsn tidak objektifTa.

M@mimn! menpsun rencana dan menentukan

mecr Pengadaan, pengguna barang/jasa

Mmauna dengan Panitia, wajib

imalkan penggunaan produksi dalam

i tPDl$ dan perluasan kesempatan bagi

kecil- koperasi kecil dan masyarakat7s

Metoda Pemilihan Pengadaan Barang /

fasa Pemborongan dan Jasa Lainnya

Pengadaan terdiri dari :

a. pengadaan barang;

b. pengadaan jasa, yang meliputi :

- jasa pemborongan;

- jasa lainnya, KONSULTANSI

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa

pemboronganljasa lainnya, pada

prinsipnya dilakukan melalui metoda

Pelalangan Umum (inprinsip dilakukan

melalui PU)tu.

PELELANGAN UMUM

PELELANGAN UMUM adalah metoda

pemilihan penyedia barangljasa yang

dilakukan secara terbuka dengan

pengumuman secara luas sekurang-

kurangnya di satu surat kabar nasional

danlatau satu surat kabar provonsi.

Pengumuman pemilihan penyedia

barang/jasa (secara luas) kepada masyarakat

dunia usaha (dilakukan kepada) baik

pengusaha daerah setempat maupun

pengusaha daerah lainnya. Pengumuman

pemilihan penyedia barang/jasa tersebut,

selain dilakukan melalui surat kabar,

diupayakan pula melalui website

pengadaan nasional.77.

tffi@ -i rrar (2) Keppres No. 80/2003.tffhi ir r!l it) t<.ppr., No. 80/2003.*Ftun l: lrar 13) Keppres No. 80/2003*kn -: r.yar 12) Keppres No. 80i2003.*'tfuu I- a-'ar 111 Keppres No. 80/2003.Dmu* T- e.rer (2) dan Penjelasan Pasal Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.
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PELELANGAN TERBA,TAS

Dalam hal iumlah penyedia barang/jasa yang

mampu melaksanakan diyakini terbatas dan

untuk pekerjaan yang kompleks, maka

pemilihan penyedia barangljasa dapat

dilakukan dengan metoda PELELANGAN

TERBATAS dan diumumkan secara luas

sekurang-kurangnya di satu surat kabar

nasional dan/atau satu surat kabar provinsi

dengan mencantumkan penvedia barang/jasa

yang mampu, guna memberikan kesempatan

kepada penyedia barang/jasa lainnya yang

memenuhi kualifikasi. Pengumuman (secara

luas) pemilihan pengadaan barang/jasa

dengan metode PELELANGAN

TERBATAS, selain diumumkan secara luas

melalui surat kabar, juga diupayakan melalui

website pengadaanTs.

PEMILIHAN LANGSUNG

Dalam hal metode PELELANGAN UMUM

atau PELELANGAN TERBATAS dinilai

tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka

pemilihan penyedia barong/jasa dapat

dilakukan dengan metode PEMILIHAN

LANGSUNG, yaitu pemilihan penyedia

barang/jasa yang dilakukan dengan

membandingkan sebanyak-banyaknya

penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga)

penawaran dari penyedia barangljasa yang

telah lulus prakualifikasi serta dilakukan

negosiasi, baik teknis maupun biaya serta

harus diumumkan minimal melalui papan

pengumuman resmi untuk penerangan

umum dan bila memungkinkan melalui

internetTe.

PENUNJUKAN LANGSTII\G

Dalam keadaan tertentu dan keadaan

khusus, pemilihan penyedia barangljasa,

dapat dilakukan dengan cara

PENUNJUKAN LANGSI-ING terhadap 1

(satu) penyedia barang/jasa dengan cara

melakukan negosiasi baik teknis maupun

biaya s"ehingga diperoleh harga yang wajar

dan secara teknis dapat dipertanggung-

jawabkanEo.

Yang dimaksud keadaan tertentu adalahsl :

- penanganan darurat untuk pertahanan

negara, keamanan dan keselamatan

masyarakat yang pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditunda atau

harus dilakukan segera, termasuk

penanganan darurat akibat bencana alam

serta tindakan darurat untuk pencegahan

bencana alam dan/atau kerusakan

infrastruktur yang apabila tidak segera

dilakukan dipastikan dapat

membahayakan keselamatan masyarakat.

t8 Pasal 17 ayat (3) dan Penjelasan Pasal Keppres No. 80/2003 jo perpres No.g/2006.
'" Pasal 17 ayat (4) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.
o' Pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.
o' 

Pen ielasan Pasal I 7 ayat (5) Keppres No. 80i2003 .jo sebagaimana telah diubah, terakhir, dengan perpres
No.85/2006
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57 |NTHUKUMVoLUMEX,IvOITORa,AGUSIUS, p09

Pekerjaan sebagai kelanjutan dari

tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya

dilakukan sesuai dengan tatacarc

pen gadaan b ar angl j asa; d anl atau

pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang

menyangkut pertahanan dan keamanan

negara yang ditetapkan oleh Presiden;

dan/atau

pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai

maksimum Rp50.000.000,- (limapuluhjuta

rupiah), dengan ketentuan:

l) untuk kepentingan sendiri; dan/atau

2) tehnologi sederhana; dan/atau

3) resiko kecil; dan/atau

4) dilaksanakan oleh nenyedia

barang/.iasa usaha orang-perorangan

danlatau badan usaha kecil termasuk

koperasi kecil (bukan Badan Hukum);

danlatau

pekerjaan yang hanya dapat dilakukan

oleh pemegang hak paten atau pihak yang

telah menda pat izin; danl atau

pekerjaan pengadaan barang dan

pendistribusian logistik pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang

penanganannya memerlukan pelaksanaan

secara cepat dalam rangka

penyelengearaan pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang

diselenggarakan sampai dengan bulan Juli

2005, berdasarkan Ppraturan perundang-
82

Pekerjaan tersebut meliputi

pendistribusian surat suara, kartu pemilih

beserta perlengkapan lainnya untuk

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau

pekerjaan pengadaan barang/jasa yang

penanganannya memerlukan pelaksanaan

secara cepat dalam rangka rehabilitasi

dan rekonstruksi di Provinsi Nangro

Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias

Provinsi Sumatera Utara yang

dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan

REkonstruksi (BRR) Wilayah dan

Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD

dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

Utara.

Pekerjaan tersebut meliputi :

l. pekerjaan pengadaan perumahan,

yang waktu pelaksanaan

pengadaannya dilakukan sebelum 31

Desember 200683;

2. pekerjaan yang dilakukan dalam

rangka meneruskan pekerjaan

pengadaan perumahan yang tidak

dilaksanakan oleh pemberi hibah

sesuai dengan tenggat waktu yang

telah ditetapkan oleh BRR, yang

penyelesaian pekerjaannya perlu

dilaksanakan secara cepat, paling

lama I (satu) tahun setelah pemberi

hibah tidak mampu melaksanakan

kewaj ibann y a; danl atau



pekerjaan pengadaan barang dan

pendistribusian logistik pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Provinsi NAD yang

penanganannya memerulkan

pelaksanaan secara cepat dalam rangka

penyelenggaraan pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Provinsi dan KabupatenA(ota yang

diselenggarakan sampai dengan bulan

Desember 200684.

Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan KTp

(kartu tanda penduduk), pengadaan dan

pendistribusian surat suara, kartu pemilih

beserta perlengkapan lainnya untuk

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.

Yang dimaksud keadaan khusus adalah :

a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang

ditetapkan pemerintah; atau

b. pekerjaan / barang spesifik yang hanya

dapat dilaksanakan oleh suatu penyedia

barang/jasa. pabrikan, pemegang hak

paten; atau

c. merupakan hasil produksi usaha kecil

atau koperasi kecil atau pengrajin industri

kecil yang telah mempunyai pasar dan
a

harga yang relatif stabil; atau

d. pekerjaan yang kompleks yang hanya

dapat dilaksanakan dengan penggunaan

teknologi khusus dan/atau han)ra ada

satu penyedia barane/jasa yang mampu

mengaplikasikannya.

Metoda Penyampaian Dokumen

Penawaran Pada Pemilihan "Rekanan"
(Penyedia Barang/Jasa Pemborongan /
Jasa Lainnya)

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa

pemborongan/jasa lainnya, dapat dipilih
salah satu dari 3 (tiga) metoda
penyampaian dokumen penawaran

berdasarkan jenis barang/jasa yang akan

diadakan, dan metoda penyampaian

dokumen penawaran tersebut harus

dicantumkan dalam dokumen lelang, yang

meliputiss :

a. METODA SATU SAMPUL
b. METODA DUA SAMPUL
c. METODA DUA TAHAP

METODA SATU SAMPUL
Metoda satu sampul adalah penyampaian

dokumen penawqr4n yang terdiri dari
persyaratan administrasi, (persyaratan)

teknis, dan penawaran harga yang
dimasukkan dalam I (satu) sampul tertutup
kep.adq.Panitia/Pej abat pengadaanAJlps6.

saSesuai./oolnoletersebttdi 
atas,klausul ini,sudahtidakperludicantumkanlagi dalam Revi{ipenjelasan

!Eg!, kerena sudah out of date.
8s Pasal l8 ayat (l) Keppres 80/2003
ou Pasal l8 ayat (2) Keppres 8012003
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METODA DUA SAMPUL

Metoda dua sampul yaitu penyampaian

dokumen penawaran yang persyaratan

administrasi dan (persyaratan) teknis

dimasukkan dalam sampul fertutup I,
sedangkan harga penawaran dimasukkan

dalam sampul tertutup II, selanjutnya

sampul I dan sampul II dimasukkan (laei) ke

dalam I (satu) sampul (sebagai sampul

penutup) dan disampaikan keoada

Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP 87.

METODA DUA TAHAP

Metoda dua tahap yaitu penyampaian

dokumen penawaran yang persyaratan

administrasi dan (persyaratan) teknis

dimasukkan dalam sampul tertutup I,
sedangkan harga penqwaran dimasukkan

dalam sampul tertutup II, yang

penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua)

tahap secara terpisah dan dalam waktu yang

berebeda (tepaAa PanltiYPejabat

Pengadaan/ULP)88.

Mefoda Evaluasi Penawaran

Evaluasi penawaran pada pemilihan penyedia

barang/jasa pemborongan / jasa lainnya

("rekanan") dapat dipilih I (satu) dari 3 (tiga)

metoda evaluasi penawaran berdasarkan

jenis barangljasa yang akan diadakan, dan

metoda evaluasi penawaran tersebut harus

dicantumkan dalam dokumen lelang, yang

meliputi :

a. sistem gugur;

b. sistem nilai;

c. sistem penilaian biaya selama umur

ekonomisse.

SISTEM GUGUR

Metoda evaluasi penawaran sistem gugur

adalah evaluasi penilaian penawaran dengan

cara memeriksa dan membandingkan

dokumen penawaran terhadap pemenuhan

persy4ratan yang telah ditetapkan dalam

dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

dengan urutan proses evaluasi dimulai dari

penilaian persyaratan administrasi,

(penilaian) persyaratan teknis dan

(penilaian) kewajaran harga terhadap

penyedia barang/jasa. Yang tidak lulus

penilaian pada setiap tahapan, dinyatakan

gugur'0.

SISTEM NILAI

Metoda evaluasi penawaran dengan sistem

nilai adalah evaluasi penilaian penawaran

dengan cara memberikan nilai aneka

tertentu pada setiap unsur yang dinilai

87 Pasal l8 ayat (3) Keppres 80/2003
" Pasal I8 ayat (4) Keppres 80/2003
8e Pasal 19 ayat ( l) Keppres 8012003
'u Pasal l9 ayat (2) Keppres 80/2003
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berdasarkan kriteria dan nilai yang telah

ditetapkan dalam dokumen pemilihan

penyedia baran gljasa, kemudian

membandingkan jumlah nilai dari setiap

penawaran peserta dengan penawaran peserta

lainnyael.

SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA

UMUR EKONOMIS

Metoda evaluasi penawaran dengan sistem

penilaian biaya selama umur ekonomis

adalah evaluasi penilaian penawaran dengan

cara memberikan nilai pada unsur-unsur

teknis dan harga yang dinilai menurut umur

ekonomis barang yang ditawarkan

berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan

dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur

tersebut dikonvbriskan ke dalam suatu matq

uang tertentu, dan dibandingkan dengan

jumlah nilai dari setiap penawaran peserta

dengan penawaran peserta lainny ae2.

Dalam mengevaluasi dokumen penawaran,

Panitia/Pejabat Pemilihan/ULP penyedia

barang/jasa tidak diperkenankan mengubah,

menambah dan mengurangi kriteria dan

tatacara evaluasi tersebut dengan alasan

apapun dan atau melakukan tindakan lain

yang bersifat post bidding.e3

Prosedur Pemilihan "Rekanan"
* sekarang (dalam Keppres ini) disebut

"Prosedur Pemilihan penyedia barang

jasa pemborongan / jasa lainnya.

Prosedur pemilihan penyedia barangfiasa

pemborongan / jasa lainnya ("rekanan")

dengan metoda PELELANGAN UMUM,

dengan prakualifikasi atau pascakualifikasi,

meliputiea :

Praku*lifikasi

1) Pengumuman(Prakualifikasi)

2) Pengambilandokumen (Prakualifikasi)

3) Pemasukandokumen(Prakualifikasi)

4) EValuasidokumen(Prakualifikasi)

5) Penetapan hasil Prakualifikasi

6) Pengumuman hasil Prakualifikasi

7) Masa sanggah Prakualifikasi;

8) Undangan kepada peserta yang lulus

e)

l0)

l1)

Prakualifikasi

Pengambilan dokumen lelang umum

(PELEI.ANGAN UMUM);

Penj elasan (aanw ij z ing) ;

Penyusunan BA penjelasan dokumen

Ielang (Pelelangan Umum) dan

perubahannya;

12) Pemasukan Penawaran;

13) PembukaanPenawaran;

14) Evaluasi Penawaran;

nr Pasal 19 ayat (3) Keppres 80/2003
e2 Pasal 19 ayat(4) Keppres 80/2003
n3 Pasal 19 ayat(5) Keppres 8012003
na 

Pasal 20 ayat(l) Keppres 8012003
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l5) Penetapan pemenang;

l6) PengumumanPemenang;

17\ Masa sanggah (atas pemenang yang

ditetapkan)

l8) Penunjukan Pemenang;

l9) Penanda-tanganan kontrak.

I'nscakualifikasi

1) PengumumanPELELANGAN

UMUM;

2) Pendaftran untuk mengikuti

PELELANGAN UMUM;

3) Pengambilandokumen;

4) Penjelasan (aanwijzing)3

5) Penyusunan BA Penjelasan dokumen

lelang (:dokumen PELELANGAN

UMUM) dan perubahannya;

6) Pemasukanpenawaran;

7) Pembukaanpenawaran;

8) Evaluasi penawaran (termasuk evaluasi

kualifikasi)

9) Penetapan pemenang;

l0) Pengumuman pemenang;

l1) Masa sanggah;

12) Penunjukan Pemenang;

13) Penanda-tanganan kontrak.

Prosedur pemilihan penyedia barangfiasa

pemborongan / jasa lainnya ("rekanan")

dengan metoda PELELANGAI{

TERBATAS, meliputies:

l) pemberitahuan dan konfirmasi kepada

peserta terpilih (sudah ada daftar?);

2) pengumumanpelelanganterbatas;

3) pengambilandokumenprakualifikasi;

4) pemasukandokumenprakualifikasi;

5) evaluasidokumenprakualifikasi;

6) penetapan hasil prakualifikasi;

7\ pemberitahuan hasil prakualifikasi;

8) masa sanggah prakualifikasi;

9) undangan kepada peserta yang lulus

prakualifikasi;

l0) penjelasan, aanwija,ing;

I l) penyusunan BA penjelasan dokumen

lelang dan perubahannya;

12) pemasukan penawaran;

l3) pembukaan penawaran;

14) evaluasi penawaran;

l5) penetapan pemenang;

l6) pengumumanpemenang;

17) masa sanggah;

l8) penunjukanpemenang;

l9) penanda-tanganankontrak.

Prosedur pemilihan penyedia barang(jasa

pemborongan / jasa lainnya ("rekanan")

dengan metoda PEMILIHAN

LANGSIJNG, meliputie6 :

l) pengumuman pemilihan langsung;

2) pengambilan dokumen prakualifikasi;

3) pemasukandokumenprakualifikasi;

4) evaluasi dokumen prakualifikasi;

5) penetapan hasil prakualifikasi;

n5 
Pasal 20 ayat (2) Keppres 80/2003

n6 
Pasal 20 ayat (3) Keppres 80/2003
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6) pemberitahuanhasilprakualifikasi;

7) masa sanggah prakualifikasi;

8) undangan pengambilan dokumen

pemilihan langsung; 
,

9) aanwijzing;

l0) penyusunan BA penjelasan dokumen

lelang Qtemilihan langsung) dan

perubahannya;

1l) pemasukan penawaran;

12) pembukaan penawaran;

13) evaluasipenawaran;

14) penetapanpemenang;

l5) pemberitahuan penetapan pemenang;

l6) masa sanggah;

17) penunjukan pemenang;

18) penanda-tanganan kontrak.

TATA CARA pemitihq Wyelier
barangfiasa pemborongur I iln hinnya

(f'rekananl') . dengan metoda

PENUNJUKAN LANGSI NG, nrdiputi :q

L undangan kepada BeNrlsler?W,
2, pengambilan dokumen pnlcnlifikasi

dan dokumen penunjukan Lrngsnng;

3. pemasukan dokumen prakualifikasi,

penilaian kualifikasi, penjelasan, dan

pembuatan BA penjelasan;

4. pemasukan penawaran;

5. evaluasi penawaran;

6. negosiasi, baik teknis maupun biaya;

7. penetapan / penunjukan "rekanan"

8. penanda-tanganan kontrak.

(bersambung pada seri berikutnya)

e7 
Pasal 20 ayat(4) Keppres 80/2003
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